
 

 

 

 

BUPATI TRENGGALEK 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR 59 TAHUN 2015 
TENTANG 

STANDAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  

TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TRENGGALEK, 
 

Menimbang:bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, efektifitas 

dan efisiensi dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan 

konstruksi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016 perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Analisa Harga 

Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten 

Trenggalek Tahun Anggaran 2016; 

 

Mengingat  :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3833); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);   

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3959); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 

Standarsasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4020); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:11/PRT/M/2013 

tentang Pedoman Analisis Harga satuan Pekerjaan Bidang 

Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1374); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 

2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 

12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Nomor 39); 
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16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 

3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29); 

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2015 tentang  

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2015 Nomor 47); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR ANALISA HARGA 
SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI KEBUTUHAN 
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 
ANGGARAN 2016. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 

4. Biaya Konstruksi adalah biaya yang dihitung secara detail per 

harga satuan pekerjaan berdasarkan nilai indeks atau koefisien 

untuk analisis biaya bahan dan upah kerja. 

5. Harga Satuan Pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah 

tenaga kerja atau harga yang harus dibayar untuk 
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menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi berdasarkan 

perhitungan analisis. 

6. Harga Satuan Bahan adalah harga yang harus dibayar untuk 

membeli persatuan jenis bahan bangunan. 

7. Satuan Pekerjaan adalah suatu jenis kegiatan konstruksi 

bangunan  yang dinyatakan dalam satuan panjang, luas, 

volume dan unit. 

8. Indeks adalah factor penggali/koefisien sebagai dasar 

perhitungan biaya bahan dan upah kerja. 

9. Indeks Bahan adalah Indeks kuantum yang menunjukkan 

kebutuhan bahan bangunan pekerjaan. 

10. Indeks Tenaga Kerja adalah indeks kuantum yang 

menunjukkan kebutuhan waktu untuk mengerjakan setiap 

suatu jenis pekerjaan. 

11. Bangunan Gedung dan Perumahan adalah bangunan yang 

berfungsi untuk menampung kegiatan kehidupan 

bermasyarakat. 

12. Dataran Rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat 

ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relative 

rendah (sampai dengan 200m dpl) meliputi kecamatan 

Trenggalek, Pogalan, Durenan, Karangan, Tugu,  Gandusari dan 

Kampak. 

13. Dataran Tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di 

atas 700 m dpl, meliputi kecamatan Bendungan, Watulimo, 

Suruh, Dongko, Pule, Panggul dan Munjungan.  

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 2 

 
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 

pedoman dalam penghitungan Harga Satuan Pekerjaan 

konstruksi kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 

2016. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini  adalah: 

a memberikan kepastian hukum dalam perencanaan 

kebutuhan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016; 

dan 
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b memberikan pedoman dalam perencanaan kebutuhan dan 

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. 

 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 
 

Peraturan Bupati ini memuat standar analisa Harga Satuan 

Pekerjaan konstruksi kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun 

Anggaran 2016. 

 

BAB IV 
STANDAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI KEBUTUHAN 

PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 
Pasal 4 

 
(1) Standar analisa harga satuan pekerjaan konstruksi  kebutuhan 

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 merupakan batas 

tertinggi dan belum termasuk pajak. 

(2) Uraian standar analisa Harga Satuan Pekerjaan konstruksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 
 

(1) Standar analisa Harga Satuan Pekerjaan konstruksi kebutuhan 

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 yang belum 

tercantum dalam Peraturan Bupati ini dalam pelaksanaannya 

menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan memperhatikan harga pasar. 

(2) Apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa akibat kebijakan 

pemerintah maupun sebab lainnya maka pelaksanaannya dapat 

menggunakan harga pasar yang terjadi pada saat itu dan 

ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri. 
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BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Trenggalek. 

 

Ditetapkan  di  Trenggalek 

                                                                      pada tanggal 31 Desember 2015 

                                                                  Pj. BUPATI TRENGGALEK, 
  TTD 
                                                                    JARIANTO 
Diundangkan diTrenggalek 

pada tanggal 31 Desember 2015 

    SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TRENGGALEK, 
                TTD 
         ALI MUSTOFA 

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 59 

Salinan sesuai dengan aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

 
         ANIK SUWARNI 
Nip . 19650919 199602 2 001 

 


